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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai

berikut:

1. Mengenai batas usia minimal laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan

untuk menikah menurut KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah jika

pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilas belas) tahun dan pihak wanita

sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana dalam Pasal 7

ayat 1. Selanjutnya, di Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan

untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun

harus mendapat izin kedua orang tua. Alasannya adalah agar masak jiwa

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga terwujud tujuan

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat

keturunan yang baik dan sehat. Usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 usia

bagi perempuan dianggap cakap karena sudah matang secara emosional dan

sudah sehat jasmani untuk melakukan perkawinan.

2. Mengenai pendapat ulama tentang pernikahan di bawah umur dapat

dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, pandangan jumhur fuqaha’,

yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian,

kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika

dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya

dharar, maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun
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dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah dan

Abu Bakar al-‘Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur

hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan yang dikemukakan

oleh Ibn Hazm dari mazhab Zhahiri. Beliau memilah antara perkawinan

anak laki-laki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak

perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak

laki-laki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir

hadits perkawinan Aisyah dengan Nabi Muhammad Saw. Mengenai

tinjauan hukum Islam terhadap usia minimal laki-laki dan perempuan untuk

menikah yang telah ditetapkan oleh KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974

adalah bahwa masalah penentuan umur atau usia minimal untuk dapat

melangsungkan perkawinan dalam UU Perkawinan maupun KHI hanya

bersifat ijtihadiyah. Batasan umur minimal untuk menikah bagi seorang

anak dalam hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit dituangkan di

dalam al-Qur’an maupun hadis. Namun secara implisit, syari’at

menghendaki orang yang akan melangsungkan perkawinan itu harus benar-

benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti

sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Angka 16 dan 19

tersebut adalah untuk keseragaman demi memberikan kepastian hukum dan

keadilan. Jika tidak ditetapkannya batasan umur minimal bagi seorang anak

untuk melangsungkan pernikahan tentunya memberikan kebebasan bagi

umat Islam untuk menyesuaikan masalah tersebut dengan karakter budaya

dan sosial masyarakat setempat. Dengan demikian pengaturan tentang usia
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pernikahan yang terdapat dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 sudah

sesuai dengan ruh atau spirit syari’at dan prinsip perkawinan yang

menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan

raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan

keluarga yang kekal dan bahagia secara baik dan sehat dapat diwujudkan.

Kebalikannya perkawinan di bawah umur semestinya dihindari karena

membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang

melaksanakannya.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa penentuan ketetapan batas umur

minimal yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam UU

No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya tidak

bertentangan dengan syariat Islam, walaupun secara eksplisit tidak ada nash yang

menjelaskan perihal umur kebolehan menikah ini. Namun ruh (spirit) syariat

Islam adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia, sesuai dengan prinsip-

prinsip maqashid al-syari’ah.

C. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai

berikut:

1. Perlu adanya kajian lebih mendalam untuk menganalisa batas minimal usia

nikah berdasarkan kajian interdisipliner sehingga bisa menentukan usia
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terendah untuk nikah yang sesuai dengan perkembangan sosial

kemasyarakatan.

2. Perlu adanya kajian secara mendalam berkaitan dengan harmonisasi konsep

dewasa dalam sistem perundang-undangan yang ada sehingga tidak ada lagi

pluralitas konsep kedewasaan.

3. Perlu adanya peningkatan usia minimal pernikahan dari 19 tahun untuk laki

dan 16 tahun untuk perempuan, karena usia ini masih terlau muda untuk

menikah sehingga mengakibatkan berbagai persoalan baik bagi pelaku

pernikahan (suami dan istri) juga permasalahan sosial seperti masalah

kependudukan. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sesuai dengan

tuntutan dan sunnah Nabi bagi laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan di

usia di antara 21 dan 22 tahun serta diharapkan orang yang akan menikah

sudah siap segalanya.

4. Bagi petugas-petugas di KUA dan tokoh masyarakat diharapkan

memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesehatan, kejiwaan,

masalah agama, nikah, psikologi kepada remaja-remaja pra nikah. Agar para

remaja mengetahui dampak-dampak dari pernikahan dini, serta untuk

menekan laju angka pernikahan dini tersebut.

5. Bagi orang yang akan menikah, lebih mempertimbangkan lahir dan batin

maupun jasmani dan rohani. Sebelum memasuki gerbang pernikahan

hendaknya harus didukung dengan kedewasaan, persiapan mental,

pengetahuan serta ekonomi yang memadai.


